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KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN pERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: / /Set.DPRD

Menimbang : a

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

i

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Untuk menjalankan tanggung jawab selaku Pejabat Pengelola Infgrmasi .
Bahwa  untuk rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi

dan Dokumentasi pada perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam
peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12. Tahun 2021 Pe}sal 10 maka
perlunya ditetapkan Keputusan Daftar Informasi yang dikecualikan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi

publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
T'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010, Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah:

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi dilin
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tentang
gkungan

. Menetapkan daftar informasi publik
tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

yang dikecualikan sebagaimana
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen

pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah




KETIGA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal September 2023
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KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
DIBUKA DITUTUP

Dapat mengungkap rahasia Melindungi data dan informasi
pribadi yang bersangkutan dan |seseorang

menghindari penyalahgunaan
data pribadi

RINGKASAN ISI INFORMASI| DASAR PENGECUALIAN

Dokumen Kepegawaian
(berisi seluruh arsip fisik
dokumen individu ASN)

UU Nomor 14 Tahun 2008,

Terbuka jika mendapat
Pasal 17 huruf (h)

persetujuan tertulis dari yang
bersangkutan atau digunakan
oleh unit kerja yang menguasali
Informasi untuk pelayanan
terhadap ASN yang

Daftar usulan mutasi jabatan
ASN

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (1)

Dapat mengganggu
pengambilan keputusan

Menjaga objektifitas pengambilan
keputusan

Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemerintah secara
tertulis

Terbuka jika mendapat

Persetujuan tertulis dari
bersangkutan

Perintah Pengadilan dan
lembaga Pemerin

Laporan pengusulan cerali
ASN

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (h)

Dapat mengungkap rahasia
pribadi yang bersangkutan

Melindungi data dan informasi
seseorang

yang

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (i)

Disposisi surat Pimpinan

Dapat mengganggu
pengambilan keputusan

Menjaga objektifitas pengambiian
keputusan

tah secars

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (i)

Nota dinas Menjaga objektifitas pengambilan

keputusan

Dapat mengganggu
pengambilan keputusan

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (h)

Melindungi data dan informas;
seseorang

Usul penjatuhan sanksi
disiplin ASN

Dapat mengungkap rahasia
pribadi yang bersangkutan




Dokumen Surat
vm:m:@mc:@bmémam: (SPJ)

Perintah Pengadilan dan
lembaga pemerintah secara

tertulis

YU Nomor 14 Tahun 2008, Dapat mengganggu s

Melindung; . asi hak
Pasal 17 huruf (b) Ngi data dan inform

kepentingan perlindungan hak |atas kekayaan intelektual atau
atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat
Dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat
Dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak
atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari persaingan
usaha tidak sehat
Dapat mengganggu proses
pemeriksaan oleh Lembaga
audit Pemerintah
Dapat mengganggu proses
pemeriksaan/audit yang akan
dilakukan oleh Lembaga audit
Pemerintah
Dapat mengganggu proses
pemeriksaan/audit yang akan
dilakukan oleh Lembaga audit
Pemerintah
Dapat menimbulkan tindakan
kriminal, perusakan dan
pencurian data
Dapat menimbulkan tindakan
Kriminal, perusakan dan
pencurian data

Surat Penawaran Harga pada
dokumen Pe€menang lelang

UU Nomor 14 Tahun 2008,

Perintah Pengadilan dan
Pasal 17 huruf (b)

lembaga Pemerintah secara
tertulis

Melindungi data dan informasi hak

atas kekayaan intelektual atau
perlindungan usaha

Dokumen penawaran
pengadaan (yang memuat
data pribadi atau dokumen
lainnya yang dilindungi

UU Nomor 14 Tahun 2008,

Perintah Pengadilan dan
Pasal 17 (b) dan huruf (i)

lembaga Pemerintah secara
tertulis

Melindungi data dan informasi hak

atas kekayaan intelektual atau
perlindungan usaha

Dokumen kelengkapan Surat
Perintah Membayar (SPM)
tahun berjalan
Neraca Keuangan

UU Nomor 14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf (j)

Melindungi data dan informasi hak
atas kekayaan intelektual atau
nerlindungan usaha

Melindungi data dan informasi hak
atas kekayaan intelektual atay
perlindungan usaha

Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemerintah secara
tertulis

Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemerintah secara
tertulis

UU Nomor 14 Tahun 2008
Pasal 17 huruf (j)

Manajemen server dan
operanting system

UU Nomor 14 Tahun 2008,
Pasal 17 huruf (b) dan UU
Nomor 11 tahun 2008 Pasal

30/32-37
UU Nomor 11 Tahun 2008

Psal 25

Melindungi/mengamankan

perangkat dan data Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemerintah secara
tertulis

Lokasi dan center

- | okasi Server

Melindungi/mengamankan
perangkat dan data

Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemerint
tertulis

Perintah Pengadilan dan

lembaga Pemer
tertulis

ah secara
UU Nomor 11 Tahun 2008

Psal 25

Zm_,:acm@\am:@mam:xm:
perangkat dan data

ntah S€Cara
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15 [Internet _U_,oﬁox%,.vvl es
. 'F)address Uy e o e e
Private Nomor 14 T i b IMor: . dian dan
Pasal 17 ahun 2008, [Dapat Bm:_ac...__xm: percobazb zmz_m@m\am_,zac:@_ hak z1kses Perintah ﬂm:om. &
N uruf (1) dan UU penerobosan a:au | lembaga Pemerirtah secC
omor 11 Tahun 2008 Pasal penyalahgunaan hak akses ter-ulis
| 16 mmﬂiwgmﬂ NT e
. Nomor 14 Tahun 2008, [Dapat menimbulkan terjadinyz: Mengatur kestabilan penggunaan Perintah Pengadi an dan
zmmm_ 17 huruf ( 2)dan UU |penyalahgunaan kapasitas bandwidth lembaga Pemerir tah secara
: %39 11 Tahun 2008 Pasal |bandwidth di luar ketentuan ter-ulis
17 [Kocle akses (password T R s —
| aplikasi E Govermen) Wc Nomor 11 T.ahun 2008, Omn& menimbulkan tindakan  [Mengamarkan data informasi dan |Perintah Pengadi an dan
asal 25 kriminal, peruszikan dan aplikasi lembaga Pemerirtah secara
)encurian data terulis

Perintah Pengadi an dan
lembaga Pemerir tah secara

18 |Tog | jari |
pologi jaringan komputer  |UU Nomor 14 Tahun 2008, |Dapat menimbulkan tindakan  |Melindungi dan mengamzankan

(LAN,WAN) Pasal 17 huruf (z) kriminal, peruseikan dan perangkat dan data
)encurian data uli
g : “_ _ . ter.ulis
poran Hasil Kerja Undang-undang KIP Pasal [Dapat .Bm:@om:omc proses Melindungi data dan inforrnasi hak |1 Tahun
17 huruf (h) angka 4 dan pemeriksaan/audit yang akan  |atas kekayaan intelektual atau
Perka BKN Nomor 23 Tahun |clilakukan oleh |.embaga audit |perlindungan usaha
2)11, Romawi '/ FPemerintah
| 20 |Infcrmasi yang belum dikuasai|UU Nomor 11 Tahun 2008, [Dapat menimbulkan Menghindari penyalahgunaan, Ticak terbatas
| atau didokumentasikan Pasal 6 .tm:a_msccmmm: data dan kekeliruan dan ketidak akuratan dan
Informasi yang tidak valid atau  |dan informasi
t dak tepat




